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PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai talak antara:
PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai
Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan
PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19

Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.Sj

19 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2015, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/011/IV/2015
tanggal 16 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagaimana
layaknya suami istri karena tidak pernah berhubungan badan dan keduanya

bertempat tinggal bersama selama 6 (enam) hari, kemudian 1 (satu) hari di
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rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon
selama 5 (lima) hari;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak
dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
diatasi sejak awal pernikahan;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon terjadi atas perjodohan orang tua Pemohon dan
Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Terhohon tidak saling
mencintai;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2015, Pemohon pergi meninggalkan
Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai
sekarang tanpa ada komunikasi lagi, hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan 4
(empat) hari lamanya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara
Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Sinjai;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman
Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/011/2015 tanggal 16 April 2015
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI |, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG,
pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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e bahwa saksi kenal kepada Pemohon bernama PEMOHON
sedangkan Termohon TERMOHON;

e bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dan
bertetangga dan kenal Termohon setelah menikah dengan
Pemohon;

e bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) hari dan di rumah orang
tua Termohon selama 11 (sebelas) hari;

e bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

e bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama
tinggal bersama tidak pernah rukun dan tidak pernah ada hubungan
sebagai suami istri;

e pbahwa penyebab sehingga tumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak rukun karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak
didasari rasa cinta tapi perjodohan orang tua Pemohon dengan
orang tua Termohon;

e bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak tanggal 27 April 2015 sampai sekarang;

e bahwa sejak pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

e bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon
dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 37 tahun tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai; di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

e bahwa saksi kenal kepada Pemohon bernama PEMOHON
sedangkan Termohon TERMOHON;

e bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dan
bertetangga dan kenal Termohon setelah menikah dengan

Pemohon;
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e bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) hari dan di rumah orang
tua Termohon selama 11 (sebelas) hari;

e bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

e bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama
tinggal bersama tidak pernah rukun dan tidak pernah ada hubungan
sebagai suami istri;

e bahwa penyebab sehingga tumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak rukun karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak
didasari rasa cinta tapi perjodohan orang tua Pemohon dengan
orang tua Termohon;

e bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak tanggal 27 April 2015 sampai sekarang;

e bahwa sejak pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

e bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon
dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya
tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon,
telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai materinya berkaitan langsung dengan
peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon
sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 April 2015 di
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil
pemohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil
permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah, menikah
pada tanggal 15 April 2015 bertepatan dengan tanggal 25
Jumadilakhir 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah
orang tua Pemohon selama 1 (satu) hari dan di rumah orang tua
Termohon selama 11 (sebelas) hari;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama
tinggal bersama tidak pernah rukun dan tidak pernah ada hubungan
sebagai suami istri;

5. Bahwa penyebab sehingga tumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak rukun karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak
didasari rasa cinta tapi perjodohan orang tua Pemohon dengan
orang tua Termohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak tanggal 27 April 2015 sampai sekarang;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
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8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon
dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian
Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan cerai terhadap Termohon;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh
orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal
27 April 2015 sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak
lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya
fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang,
yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah fakta menunjukkan
bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang
merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terutama
dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan
keterangan para saksi, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada
intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon
dengan Termohon adalah terutama karena tidak didasari rasa cinta namun atas
perjodohan orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon sehingga
Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang, dan tidak saling
memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi

sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
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Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
telah rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Majelis Hakim telah
menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon,
tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan
Termohon, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi
ihsan”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam
Kitab At Thalaqg Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang
diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan
sebagai berikut;

Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian

adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika

terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci
antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk
menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan
sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah
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warahmah, sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran surah Ar Rum ayat 21 tidak
mungkin dapat tercapai, bahkan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi
demikian dikhawtirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari,
namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan
perceraian dan bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah, maka
mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk
menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon patut diceraikan secara baik
baik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam

Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 229 sebagai berikut:

pele groww alll Y5 YMall g0 e 0ls

Artinya: apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

989w ply praluwall o yo WS Wl Ed Yo
J s> Y Rl

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan
gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum,
oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaPemohon dengan Termohon belum
pernah melakukan hubungan badan (qabla al dukhul) maka berdasarkan Pasal

119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin
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kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugraa kepada
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 130K/
AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah
Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Panitera
Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
ba'in shugraa terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Sinjai;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Puskesmas
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Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Syakban 1436 Hijriah, oleh H. Sudi, S.H. sebagai Ketua
Majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Drs. H.Abd. Jabbar masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H.
Sudarno, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. H. Sudi, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H.Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 180.000,00
4. Redaksi Rp  5.000,00

5. Meterai Bp__6.000.00
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Jumlah Rp 271.000,00(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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